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MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS! BIROKRAS!
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN EVALUASI JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

. bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai

Negeri perlu dilakukan evaluasi jabatan;

. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan

pedoman evaluasi jabatan Pegawai Negeri dengan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang~Un“dang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890),

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4439);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik [nhdonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 —- 2025;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri
Sipil;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN

EVALUASI JABATAN.

Pasal 1
Pedoman Evaluasi Jabatan ini digunakan sebagai panduan dalam
menentukan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri.



Pasal 2
Pedoman Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan ini. '

Pasal 3
Bagi Instansi yang telah menetapkan nilai dan kelas jabatan yang belum
sesuai dengan Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan paling lambat 2
(dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/23.1/M.PAN/VII/2004 tentang Klasifikasi Jabatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 7 Juli 2011

Menteri Negara
endayagunaan Aparatur Negara




